
SALINAN 

BUPATI LAMPUNG BARAT 
PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
NOMOR 1 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

Menimbang 

Mengingat 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

4. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah scbagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Tehun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- 

Undang, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada 

Dewan Perwskilan Rakyat Daerah dengan dilampiri 

laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan 

setelah tahun anggaran berakhir; 

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan scbagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah  tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024; 

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang 

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Il Lampung 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3452); 

. Undang-Undang Nomeor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286);



10, 

11. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomer 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

MNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomaor 4400); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421}); 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495 scbagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 
Repubilik Indonesia Nomor 6914j; 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Noemor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomeor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah  Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

Peraturan Pemerntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, ‘Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4$614);



12. 

13. 

14, 

15. 

16, 

17. 

18. 

19; 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Dacrah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan  Pengelolaan Bantuan  Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4829); 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesta Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793); 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomar 6177); 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentifl 

Pemungutan Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lemberan Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5273); 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara 
Republik Indonesa Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor §523);



20, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

21, 

22, 

23. 

24. 

25, 

26. 

27 

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha 

Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6623); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

Peraturan Pemerintah Nomeor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6881); 

. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daecrah  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883),



28.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

29, 

30. 

al. 

32. 

a3, 

35. 

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6909); 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67); 

Peraturan Presiden Nomar 72 Tahun 20325 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

547), secbagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta  Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1067); 

. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang 
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor B68); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar 
Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah 
Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1541);



37, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar 

Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Dacrah 

Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1619); 

38, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 

tentang Standar Teknis Mutu Pelavanan Dasar Sub 

Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi 

dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomer 158); 

39, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

40, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

41, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis 

Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 677); 

42, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum 
dan Bidang Perumahan Rakyatl (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006); 

43, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 

tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan 

Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 204); 

44 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan 

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembanginan Dan Keuangan 

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 

2024; 

45, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 

391}, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat 

Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerash Kabupaten Lampung Barat Nomor 

445);



46, Peraturan Dacrah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 

Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 

3 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 

Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

{Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 

2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Lampung Barat Nomor 447); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 

dan 

BUPATI LAMPUNG BARAT 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan ! PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

FPELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024, 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan 
memuat: 

laporan realisasi anggaran; 

. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 
laporan operasional; 
laporan perubahan ekuitas; 

neraca; 
laporan arus kas, dan 
catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilampiri dengan 

laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ 
perusahaan Daerah, 

R
 

Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 
huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut : 

a. pendapatan - LRA Rp. 1.111.191.8957.433,81 

b. belanja {Rp. 891.823.129.800,82) 

c. transfer (Rp.  176.408.899.600,00) 

d. surplus/ (defisit) - LRA  fa-b-c) Rp. 42,959.928.032,99 

e, pembiayaan 

f. penerimasan pembiayaan Rp. 30.683.213.321,08 

2. pengeluaran pembiayaan (Rp.  19.918.098.140,00) 

h. pembiayaan netto (f-g) Rp. 10.765.115.181,08 

i. sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran (d+h) Rp. 53.725.043.214,07



Pasal 3 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

sebagal berikout: 

a. selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 
Rp8.226.419.801,11 dengan rincian sebagai berikut : 
1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.119.418.377.234.92 

2. realisasi Rp. 1.111.191.957.433,81 
selisih lebih/ (kurang) (1-2} Ep. 8.226.419.801.11 

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp61.273.227.735,18 

dengan rincian sebagai berikut : 

1. anggaran belanja setelah perubahan Rp.  953.096.357.536,00 

2. Realisasi Rp.  891.823.129.800,82 

selisih lebih/ (kurang) (1-2) Ra. 61,273.227,735,18 

c. selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp&77.670.800,00 
dengan rincian sebagai berikut : 

1. anggaran belanja setelah perubahan Rp. 177.086.570.400,00 

2. Realisasi Rp.  176.408.899.600,00 
selisih lebih/ (kurang) (1-2) Rp. 677.670.800,00 

d. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah 

Rp53.724.478.734,07 dengan rincian sebagai berikut : 
1. anggaran surplus/defisit setelah perubahan (Rp. 10.764.550.701,08) 
2. Realisasi Rp. 42.959.928.032,99 

selisih lebih/ (kurang) (1-2) (Rp. 53.724.478.734,07 

e. selisih angparan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah 

Rp0,0 dengan rincian sebagai berikut @ 

1. anggaran penerimaan pembiayaan Rp.  30.683.213.321,08 

setelah perubahan 

2. realisasi Rp.  30.683.213.321,08 
selisih lebih/ (kurangj (1-2) Rp. 0,00 

selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran  pembiayaan  sejumlah 

(Rp564.480,00] dengan rincian sebagai berikut : 
1. anggaran pengeluaran pembiayaan  Rp. 19.918.662.620,00 

setelah perubahan 
2. realisasi Rp. 19.918.098.140,00 

selisib lebih/ (kurang) (1-2) (Rp. 564.480,00) 

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp564.480,00 
dengan rincian sebagai berikut : 
1. anggaran pembiayaan neto setelah  Rp. 10.764,550,701,08 

perubahan 
2. realisasi Rp. 10.765.115.181,08 

selisih lebih/ (kurang) (1-2) Rp. 564.480,00 



Pasal 4 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 ayat (1) huruf b Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut : 

& saldo anggaran lebih awal Rp. 30.683.213.321,08 

b. penggunaan saldo anggaran lebih Rp. 30.683.213.321,08 

c. sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran 

tahun berjalan Rp.  53.725.043.214,07 
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun 

sebelumnya Rp. 0,00 

e. lain - lain Rp. 0,00 

f. saldo anggaran lebih akhir Rp.  53.725.043.214,07 

Pasal 5 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ 

per 31 Desember 2024 sebagai berikut : 

a. pendapatan-LO dari kegiatan operasional Rp. 1.059.015.841.156,39 
b. beban dari kegiatan operasional (Rp. 957.858.382.214,46) 
c. surplus/ defisit dari kegiatan non operasional  (Rp. 5.678.954.218,00) 

d. pos luar biasa; dan Rp. 1.878.670.650,00) 
. surplus/ (defisit) - LO Rp.  93.599.834.073,93 

Pasal & 

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1} 

huruf d untuk tahun vang berakhir sampai dengan per 31 Desember 2024 

sebagai berikut : 

1. ekuitas awal Rp. 2.853,869,584,349,33 
2. surplus/ defisit - LO Rp. 93.599.834.073,93 
3. dampak kumulatif perubahan 

kebijakan [kesalahan mendasar ; 
4. koreksi nilai persediaan Rp. 0,00 

5. selisih revaluasi aset tetap Rp. 0,00 

6. lain-lain 5 
7. rkuitas akhir Rp. 2.862.166.359.887,61 

Pasal 7 

Neraca sebagnimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 
Desember 2024 sebagai berilcut : 

a. jumlah aset Rp. 2.918.620.969.589,86 

b. jumlah kewajiban Rp. 56.454.609.702,25 

¢, jumlah ekuitas Rp. 2.862.166.359.887,61 

Pasal 8 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf [ untuk 

tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember 2024 sebagai berikut : 

a. saldo kas 1 Januari 2024 Rp. 30.858.681.962,23 

b. arus kas dari sktivitas operasi Rp. 198.308.591.695,99 

c. arus kas dari aktivitas investasi (Rp. 157.348.663.663,00) 
d. arus kas dari aktivitas pendanaan (Rp. 17.918.098.140,00) 

e. arus kas dari aktivitas transitoris (Bp 162.309.324,13) 

f. saldo kas akhir per tanggal 31 Desember 2024 Rp. 53.738.202.531,07



Pasal 9 
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 

huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos- 

pos laporan keuangan. 

Pasal 10 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 

tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari: 

a. 
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Lampiran | 

Lampiran L.1 

Lampiran 1.2 

Lampiran 1.3 

Lampiran L4 

Lampiran 11 
Lampiran 111 

Lampiran IV 

Lampiran V 
Lampiran VI 

Lampiran VI 

Lampiran IX 

Lampiran X 

Lampiran XI 

Lampiran XII 

. Lampiran XIII 

Lampiran XTIV 

Lampiran XV 
Lampiran XVI 

Lampiran XVII 
Lampiran XVIII 

Lampiran XIX 

Lampiran XX 

Lampiran XX.1 

Lampiran XX.2 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas: 

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut 
kelompok dan  jenis pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan; 

Rincian APBD menurut urusan pemenntahan daerah, 

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, 

dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan 

Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan 

dan sub kegiatan; 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

Laporan Operasional; 

Laporan Perubahan Ekuitas; 

Neraca; 
Laporan Arus Kas; 

Catatan atas Laporan Keuangan; 

Daftar rekapitulasi piatang daerah; 

Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; 

Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana 
bergulir; 
Daftar penyertaan modal (Investasi) Pemerintah 

Daerah; 
Daftar  rekapitulasi  realisasi  penambahan  dan 

pengurangan aset tetap Daerah; 
Daftar rekapitulasi aset tetap; 

Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; 

Daftar rekapitulasi aset lainmya; 

Daftar dana cadangan Daerah; 

Daftar kewajiban jangka pendek; 

Daftar kewajiban jangka panjang; 
Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai 
akhir Tahun Anggaran 2024 dan dianggarkan kembali 

dalam tahun anggaran berikutnya; 
Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik 
Daerah Perusahaan Daerah terdini atas: 
Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik 

Daerah /Perusahaan Daerah; 
Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan 

Usaha Milik Daerah (Perusahaan Daerah. 



Pasal 11 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dar 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 

Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Lampung Barat. 

Ditetapkan di Liwa 
pada tanggal 75 Juls 2025 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

ttd. 

PAROSIL MABSUS 
Diundangkan di Liwa 
pada tanggal 15 Jub 2025 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG BARAT 

ttd. 

NUKMAN 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

NIP, 19761020 2D0501 1 008 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 1 

NOMOR REGISTERAS] PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 

PROVINSI LAMPUNG :08/10o0/ L& /2025 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 

NOMOR 1 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

UMUM 

Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 31 

mengamanatkan bahwa Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD 

berupa laporan keuangan vang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran 

berakhir. Laporan Keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan 

Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan 

Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. 

Adapun bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 disusun dan disajikan sesuai 

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2024, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis 
akrual. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 terdiri dari: (i) 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah, (i) Laporan 

Perubahan Saldo Angparan Lebih, (iii) Neraca, (iv) Laporan Operasional, (v) 

Laporan Arus Kas, (vi) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (vii) Catatan atas 

Laporan Keuangan. 

Secara umum Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 
tercapai Rpl.111.191.957 433,81 atau 99,27% dari anggaran sebesar 

Rpl.119.418.377.234,92, sedangkan realisasi belanja tercapai 

Rpl.068.232.029.400,82 atau 94.,52% dari anggaran schesar 

Rpl.130.182.927.936,00, sehingga pada akhir tahun 2024 terdapat SiLPA 

sebesar Rp53.725.043.214,07. 

Saldo Aset pada Tahun 2024 sebesar Rp2.918.620.969.589,86 
mengalami peninghkatan sebesar Rp470.499.421,38 dari Aset Tahun 2023 
sebesar Rp2.918.150.470.168,48, sementara nilai kewajiban sebesar 
Rp56.454.609.702,25 mengalami penurunan scbesar (Rp7.826,276.116,90) 
atan (12,18%) dari tahun 2023 sebesar Rp64.280. 885 819,15, serta nilai 

ekuitas sebesar Rp2.862.166.359.887,61 mengalami peningkatan sebesar 
Rp8.206.775.538,28 atau 0,20% dan tahun 2023 sebesar 

Rp2.853.869,584.349,33.



Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, Badan 

Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas 

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024, 
Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut menggambarkan bahwa 

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah melaksanakan pengelolaan 

keuangan negara yang sesuai dengan tata kelola dan praktik pengelolaan 

keuangan vang baik serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. Selain itu, opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut juga 

memberikan informasi kepada publik bahwa Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah telah dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel, 

yang diharapkan juga memberikan hasil pembangunan berupa 

peningkatan kesejahteraan rakyat, menurunnya tingkat kemiskinan dan 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Dengan memperhatikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa 

Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024, di 

dalam Peraturan Daerah ini, disampaikan angka-angka yang disajikan 
dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat 

Tahun 2024, 

. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Angka (1) 
Cukup Jelas 

Angka (2) 
Laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik 

Daerah/ Perusahaan Daerah memuat informasi tentang aktiva/ aset, 

kewajiban, ckuitas, pendapatan, beban, dan laba/rugi dari 

Perusahaan Daerah, 

Pasal 2 

Cukup Jelas 

Pasal 3 

Cukup Jelas 

Pasal 4 

Yang dimaksud dengan *Saldo Anggaran Lebih” adalah gunggungan 

saldo yang berasal dari akumulasi Sisa Lebih/ Kurang Pembiyaan 

Anggaran tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta 

penyesuaian lain yang diperkenankan. 

Pasal 5 

Yang dimaksud dengan “Pendapatan dari Kegiatan Operasional” adalah 

hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas 

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu 

dibayar kembali, yang berasal dari kegiatan utama pemerintahan.



Yang dimaksud dengan “beban dari kegiatan operasional” adalah 

penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode 

pelaporan yang menurunkan ckuitas, antara lain pengeluaran atau 

konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, yang digunakan untuk 

penyelenggaraan kegiatan utama pemerintahan. 

Yang dimaksud dengan “surplus/ defisit dari kegiatan non 

operasional” adalah selisih lebih [/ kurang antara pendapatan dan 

beban, yang sifatnya tidak rutin, vang berasal dari transaksi antara 

lain penjualan aset nonlancar, penyelesaian kewajiban jangka 

Panjang, dan kegiatan nonoperasional lainnya. 

Yang dimaksud dengan “pos luar biasa” adalah selisih lebih/kurang 

antara pendapatan dan beban, yang bukan merupakan operasi 
biasa, tidak diharapkan sering terjadi atau rutin terjadi, dan berada 

di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan, 

Pasal & 

Cukup Jelas 

Pasal 7 

Yang dimaksud dengan “Aset” adalah sumber daya ekonomi yang 

dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat 

dari penstiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau 

sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh 

pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan 

uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk 

penyediaan jasa bagl masyarakat umum dan sumber-sumber dava 

yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 

Yang dimaksud dengan “Kewajiban” adalah utang pemerintah daerah 

yang timbul dari kejadian masa lalu yang penyelesaiannya 

mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah di 

masa yang akan datang. 

Yang dimaksud dengan “Ekuitas” adalah kekayaan bersih 

pemerintah  daerah, yaitu selisth antara Aset dan Kewajiban 

Pemerintah Daerah. 

Pasal 8 

Yang dimaksud dengan “Aktivitas Operasi® adalah aktivitas 

penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan 

operasional pemerintahan selama 1 (satu) periode akuntansi. 

Yang dimaksud dengan “Aktivitas Investasi® adalah aktivitas 

penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan 

dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk 

dalam sectara kas. 



Yang dimaksud dengan “Aktivitas Pendanaan® adalah aktivitas 

penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran 

kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubaan 

dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka Panjang, 

Yang dimaksud dengan “Aktivitas Transitoris® adalah aktivitas 

penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam 

aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, aktivitas ini tidak 

mempengaruhi pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah 

{pendapatan, belanja, dan pembiayaan). 

Pasal 9 

Culup Jelas 

Pasal 10 

Culkup Jelas 

Pasal 11 

Cukuap Jelas 

Pasal 12 

Cukup Jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 

2025 NOMOR 451



BUPATI LAMPUNG BARAT, 

L] 
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TAHUN 2023 
kiorson ANGGARAN % Rp 

- Fl 3 T 
| BELANIA TIDAK TERDUGA 

Befania Tidss Terdugs 72 150 745 08200 1901.201 439.00_| .18 1.508.132.360.00 
Jusniah Belanja Tidak Terduga L 150.745.082,00 .561.200.43500 | 81,10 1.508.132,360,00 

TRANSFER 
BAGI HASIL PENDAPATAN KE DESA 

Buianja Bagl Hasi Pajah Dasvah Kepaia Pemerriah Pekin 2037 120000 1ATA 07 FO000 | 72,90 TG 134 300,00 
Balanja Bag Hasé Relrbus Cerah Kepada Pemarintah Pekon 333,021, 100,00 21678660000 | 66,00 237 615 100,00 

Bub Jumian 3.370.634.400,00 TESZESIAN,00 | 7141 1634 820.400,00 
BANTUAN RELANGAN 

Belanya Barkian Reuangan abupaen Hepada Pehon 74 TIB 000000 |  174716.095.000,00 | 100,00 | 171170 16000000 
SubJumiah | 174.716.036.000,00 | 174716.035.000,00 | 100,00 | 171.170.180,000,00 

Jumiah Tranafur | Bagi Hasl Papdapatan Kabupater ke Desa | 177.086.670.400,00 |  17B408.880.600,00 | 99,62 |  172.805.009,400,00 

JUMLAH BELARJA DAM TRANGFER | 1.130.102.627 800,00 | 1.068.32020A00,82 | SA,52 | 994409 205.393,80 

SURPLUSIDEFISIT (10.784.550.701,98) 42350.520.092,08 | ao.0%) 1438 99837 1,04 

FEMBIAYAAN DAERAR 

Penerimaan Pembiayaan 

Sisa Laksh Partiungen Anggarsn Taiun Anggaran Sebaummya 0683 213 321,08 0883.213321.08_| 100.00 45,174 34018004 
Sub Jumiah 36,683.213.321,08 30.563.213.321,08_| 160,00 43,174,340, 180,04 

Pengeluaran Pembiayasn 
Feyertasn Modal Dasrah 2,000,000 000,00 Z00C.000.000,00 | 100,00 1,000 00 000 00 
Pernbayaean Chalan Pokik Utang Yang J8luf Tempo 17 18 62 620,00 17 910.080.140,00_| 100,00 17 618 125 740,00 

Sub Jumiah 18.518 662 620,00 18.914.096.140,00 | 100,00 18.918.175.240,00 
Prmbiayaan Neto 10,764 550.701,08 10.765.115.981,08 | 100,01 28,258,214 850,04 

Biow it povudiayuas. "“""'m _ EATIROZIA0T - 20.683.243.521 08 
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LAMPIRAN Il 
PERATURAN DAERAH KABUPATEM LAMPUNG BARAT 

NOMOR | TAHUN 2025 
TENTANG 
PERTANGGUNGIJAWABAN PELAKSANAAN 
AMGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2024 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 

TAHUN ANGGARAN 2024 

2024 2023 
URAIAN {AUDITED) {AUDITED) 

Saldo Anggaran Lebin Awal 306321332108 | 48,174,340 190,04 
Penggunaan SAL sebagai Penenmaan Pembiayaan Tahun Berjatan 30683 21332108 | 48 174 340 190,04 
Subtotal a,00 0,00 
Sisa Lebih/ Kurang Pembisyaan Anggaran (SLPA/SKPA) 53.725.043.214,07 | 30,683.213.321,08 
Subtotal 53.725.043.214,07 | 30.683.213.321,08 
Kareksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 
Lain-lain 0,00 0,00 
Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7) 53.726.043.214,07 | 30.683.213.321,08 

Lot Csliilesn s LAOran KEustigorn o FEvLaken bagun g hosk iwinaahien da 00! Aelstpan SECcaia Nesemae 
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CRAT AN 034 7023 Kenalkani (Penurunan) 
(AUDITED) {AUDITED) Rp k) 

1 z 3 [ 5 

SURPLUSIDEFSIT) DARI KEGIATAN KON OPERASIONAL 
SURPLUS NON OPERASIONAL 

Surphes Penjuasan | Prmakiran | Pelogiasan Aset Non Lancar 0,00 140.196. 170,00 {160, 196.170,00) (100,000 
JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL L1 160, 186.170,00 (180.486.170,00) | (108,000 

DEFISIT HON OPERASIONAL 

Defslt Pasjalan | Peshikiren | Palepassn Asel Nan Lincs 6 678654, 218,00 173441327 00 5505 51280100 100,00 
JUMLAH DEFISIT NOK OPERASIOMAL 567805424800 173441237 00 5.505.512 861 00 00,00 

JUMLAH SURPLUSTDEFSIT DA KEGIATAN NON OPERASIONAL |5.678.954.318,00) ({F1248.157 06) [5.685.708.004,00) | 42.7THT0 
— 1 ~ 

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (43 + 51) S5.478.504.723,93 63.833.786.029,05 IS TIRSSEE 48,57 

POS LUAR BIASA 
PENDAPATAN LUAR BIASA 

Pendapatan Luar Blasa 000 0,00 000 0,00 

JUSILAH PENDAPATAN LUAR BIASA o 0,00 om 0,00 
BEDAN LUAR BIASA 

Beban Luar Blasz 1 BTELET0 650,00 S110576.537 00 (32302 905,887, 00) 63,25} 

JUMLAH BEBAN LUAR BIASA 1ATRETO.E5000 5.111.576.537.00 {3.232 S05 4870 [B3,25) 

JUMLAH POS LUAR B2ASA | (1.873.670.650,00) 5:1191.576.837,00) 3.232.505.887 00 (63,25} 

SURPLUSDEFISIT 03599 634.073,53 SATILI09.452,08 34877 624 561,88 B 

L Caatabort stk L0t REUSNGEN FNG MANRAET ISR a0 SER IENaania din koo Vs SCam isminngn 
BUPATI LAMPUNG BARAT, 
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LAMPIRAN IV 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
NOMOR | TAHUN 2025 
TENTANG 
PERTANGEUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2024 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 
(dalam rupiah) 

RAIA 2024 2023 
u i [AUDITED) {AUDITED) 

1 2 3 

EKUITAS AWAL 2853.669,584.349.33 | 2.766.774.873.857,60 
SURPLUSIDEFISIT-LO B3.598.834.073,83 58.722.208.492,05 

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN! KESALAHAN 

MENDASAR : 
Koreksi Nilai Persediaan 0,00 0.00 
Selisih Revakeasi Aktva Tetap 0.00 0.00 
Latn-lain (85303 058 535 65)| 28372 500 500 63 

EKUITAS AKHIR 2.862.166.358.887,61 | 2.853.860.584.349,33 

T Caliatar: O LADONSN FOUSIOIN g MBnspaNan Dagiars g sk MVpisanian der o ADUSIDIN secara heseiLyifian 

in 
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URALAN anad 2023 

{AUDITED] {AUDITED] 
1 ¥ 3 

KEWAJIBAN 
KEWAJIBAN JANGKA PENDER 

Utamg Perhitungan Pihak Ketiga (PF¥) 10.220.876,00 17253820215 
Utang Bunga 32.396.851,00 45,269,567 .00 
‘Bagan Lancar Ltang Jangka Pani@ang 17 918.063.340,00 17.818.063. 140,00 

Pendapatan Diterima Dimuka B 483 BS0.680. 25 3430680 884,00 

Utang Belanja 11130522 842,00 7 083.610.755,00 
Utang Jangka Pandek Lainya 2454 BSEBAT 00 383.741.686,00 

Jumlah Kewszjiban Jangka Pendek A0.029.721.447,25 20837 834.24.15 
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 

Litang kepada Lambaga Keuangan Bukan Bank 16,424 B8 255,00 34 342 951, 595,00 

Unang kepaca Masyarakal 0,00 D00 

Jueniah Kewajiban Jangka Panjang 16,424 888.255,00 34342.951 595,00 

JUMLAH KEWAJIBAN 55.454,600.702,25 £4.260.885.519,15 

EXUITAS 
EKUITAS 
Ehutas 2 BA2 156.359.887 51 2,851 869.584. 340,33 

JUMLAH EHUITAS | 2,562 166.350.887 61 2853 569.584.348.33 

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EXUITAS|  2.018.620.969.580 86 2.918.150.470.168 48 
U o AR Lo o B ) LA DA o 0 TSI AT (Y Y WY S LS e 
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0,0 
00 

Jumdah Arus Masuk Kaas| 2.286.628.986,88 

1{PFK) 
| Pambiyaran Utang Jangha Pendk Lainnya 

FPangeksran Dana BOS Afrmas den BOS Kinea 

EdsE AT 1 
00| 
06 

Wmmmmmfimmw L] 
dumiah Arus Kelear Kas 

Arus Kas Barsih Darl Aktivitas Transitorls [162.306.924,15) 
72.870.520 568,84 17,448, 119.822,62) 
30.858 851062 11 45.308.801.785,85 

53,738,002 531,07 30,858,661, 962,23 
B0 743,487 315,00 

ME117, T_fl_ {  4SeTHI0at | 

000 281 132 047 63 

EBIGIERET2 S 

175271354, 

53.736.202.531.87 30.858.691.862.23 
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BAB7 PENUTUP 

Puji syukur keprda Tuhan Yang Maha Kusss ates termesunnya Laporan Keuangan Berbasis 
Akrual Pemerinth Kabupaten Lompung Barsi Tahun 2024 sesusi dengan kelentwm peraturan 

perundingan yang berlaku, 

Dengan keterhutasan sumber daya yang adn kami berupaya untuk menjags keandalan 
Informiast vang disajikan dalim lopomn keuangai ind sebagat wijud akuntabalitas dun transparunsi 

pengebolamm keusngan daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. 

Kami menyadari balwa penyusunan laporan kewmgan ini masih belum sempurnu, oleh 

karena i kami sangal mengharapkan fanggapan, saran dan masekan dari berbagai pikak guna 

perbaikan di masa mendatang. 

Don pura pemangku kepentingan kinuya berkenan untuk memberikan umpan balik atas 

informasi yang disajikan dalom pengambilan keputusan guna peningkatan Kinerjn keunngan 

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. 

Liwa, 2025 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

td. 

PAROSIL MABSUS 

LKPR Lambar Tahun 2024 (dudited) | Hal. 280
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LAMPIRAM 1Y 
PERATURAN DAERAH KARLPATEN LAMPUNG BARAT 
womoR 4 TaHLM 2025 
TENTANG. 
PERTANGGUNGIAWABAN FELAKSANAAN 
ANGEARAN PENDABATAN DAN BELANIA DAERAH 
TAHUN AMGRARAN 2124 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 

DAFTAR REKAPTTULAS| PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH 
TAHUN ANGEARAN 3024 

JUMLAH JUMLAH JUMLAH 
e PIUTANG PENYISIHAN | PIUTANG BERSIH 

2 1 L] § 

FIUTANG PAJAK DAERAH 
PBEFZ 6 208, 616,00 37044 56 B177.87142 
PB.JT-Restoran 36,462 796,00 7568 008,50 78.874.787 50 
PBIT-Penyediaan atau Peryelenggaraan Tempal 2 B00.000,00 1%.000,00 7 567.000,00 
Parkir 

Sub Jumlah #7.271.712,00 11.632.063,08 35.639.658,82 
PILTANG RETRIBUSI DAERAH 
Retribusi Jasa Umum 

Retribusi Pelayanan Kesehatan 3.B48 086 435,00 4403004242 | 3804 047,00268 | 
Ratribusi Pengawasan dan Pengandalian Menara 75 680.356,00 5 580 356,00 0.8 
Telekomunikas) 

Retribusi Jasa Usaha .00 
Retribusi Penyewsan Tanah dan Bangunan 75.000,00 75.000.00 [ 
Retribusi Penyewaan Tanah 50,767 500,00 30.787.500,00 0,00 

Sub Jumiah 3.905.529.281,00 100.582.158, 42 3.804.947.052 58 

PIUTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISHAHKAN 
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemenntah 118.450.130,00 0 235 066 00 58.225.065,00 
Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 

(Lembaga Kevangan) 
Suby Jumlah 118.450.130,00 59.225.065,00 59.225.065,00 

LAIN-LAIN PAD YAMG SAH 
Pendapatan Hasd Pangelolaan Dena Berguiir 51.640.000,00 61.840 000,00 oog 

Tuntutan Gant Kerugian Daerah terhadap Pegawa 55,781.641,04 5578164104 o0d 
Megeri Bukan Bendahara ateu Pejabat Lain 

Perdapatan Dunda PBBPZ 40654 24 0,554 24 0,00 
Pencapatan dan Pengembalian Kelebinan Pembayarsn 45.798.254,00 25.399.147,00 24.356,147,00 
E::ia Tunjangan Kaluarga ASN-Tunjangan Keluarga 

Bub Jumiah 16T.2680.568,28 | 1AZ.B61.442,28 74.389 147,00 
PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT 

D8H Pajak Bumi dan Bangunan 1.061 852 000,00 106188 200,00 955 67580000 

D8H PPh Pasal 21 TTE.453 000,00 77.845.300,00 TO0.607. 700,00 

DEH PPh Pasal 25 dan Pasal 200WPOPDN 103.058 000,00 10,305 600,00 52 750 400,00 

D8H Cukai Hasil Tembalkau (CHT} 542400000 542 400.00 4 881 600,00 

DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahiaan Panas 51.381.000,00 5.138.100,00 A8 242 B00 00 
Bumi 

Sub Jumiah | 2000.176.000,00 | 200.017.600,00 | 1.800.158.400,00 
PIUTANG TRANSFER ANTAR DAERAH 

Penaapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Barmotor 13.396.770.011,00 000 [13:366770.011,00 
Pendapatan Bagl Hasil Bea Balk Nama Kendaraan 11683387 172,00 000 | 11663387 17200 
Bermotor 
Pendapalan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan | 34 B82 442 308,00 000 | 34882 442 308,00 
Bermator 
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Ar Permukaan 434 569 204 00 0,00 434 689 794,00 
Pencapatan Bagl Hasil Pajak Rokok 3.850,754 326,00 0,00 3.550 794.526,00 

Sub Jumlah | 54.358,083.112,00 0,00 | 64.358.083.112,00 
FILTANG POKOK DANA BERGULIR 
Piuang Pokok Dans Berguiir 0,00 A7 B44. 191,00 {857 844 181,00) 

Sub Jumlah 0,00 B57.844.191,00 {B67.844.151,00) 
JUMLAH 70.596.770.834,28 | 1.382.162.549,78 | 9.214.608.284,50 

BUPAT] LAMPUNG BARAT, 

ttd 

PAROSIL MABSUS 



LAMPIRAN X 
FERATURAM DAERAH KABLFATEN LAMPUNG BARAT 
NOMOR { TAHUN 2025 
TENTANG 

PERTANGGUNGIAWABAN PELARSANAAN 
ANGOARAN PENOAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARNN 2024 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR 

TAHUN ANGGARAN 2024 

JUMLAH DAMA JUMLAH PENYISIHAN JUMLAH PIUTANG 

BERGULIR. DANA BERGULIR BERSH 

2 3 4 5= (34) 

Dinas Koperasl. Usaha Keci Menangah, Ponndusiran 
dan 1 31861350000 DET 844.101.00 AS50 THH 3000 

1.318.613.500,00 B67.844.191,00 450.769.309,60 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

id, 

PAROSIL MABSUS 
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NO SMPD SALDO AWAL PENAMEAHAN PENGURANGAN SALDG AKHIF 
= E] 3 4 ] = 1L 

81 Puskesimas Balu Brak 13.563 438 683,62 91505 .000.00 .00 13654 543 683 62 

&2 Pushesmas Bancar Negen Suoh 16.848 032 156 62 A36 762 000,00 000 17 284,704 158 62 

BY | Pushesmas Sy 17,845,830 542,00 570,407 768,00 .00 YA A28.400, 00 
B4 | Fushesnas L 22.944.088 513,54 453 382.000,00 non 22008.370.81384 
5 | Pushesman Buay Nysnips 15,311,791 310,54 260750 141,00 000 6.T2.542.051,54 
69 | Puskesman Lombok 12,621 55582100 116,362 000,00 .00 13,007,907 621,00 
&7 Pengsiola Barang 2.395.841 00000 37 524 586 907 00 M8 18T, Ta 80T 00 2 182 701.000,00 

Sumiah 4201074, 238.511,40 36, TRZASL521,00 B0.262.300,252,00 4,377 504.460.760 4% 
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